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IKA RAMADHANI (B11110168), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak 
(Studi Kasus Putusan Nomor: 808/Pid.B/2011/PN.Mks), dibimbing oleh 
Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing I dan Dara  Indrawati 
sebagai pembimbing II 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan 
hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan yang dilakukan oleh anak, (2) Untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan 
nomor 808/Pid.B/ 2011/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya di 
Pengadilan Negeri Makassar dengan metode penelitian lapangan (field 
research) dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data 
langsung melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar 
dan penelitian kepustakaan (library research) penelitian yang dilakukan 
untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian 
penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penerapan 
sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang 
dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dan UU No. 12 
tahun 1951 Pasal 2. Selain itu juga bahwa terdakwa dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap mampu 
mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya, (2) 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan 
membawa senjata penikam (busur) dalam Putusan Nomor: 
808/Pid.B/2011/PN.Mks, yakni dengan melihat terpenuhinya semua unsur-
unsur dalam pasal-pasal dakwaan penuntut umum, serta telah 




IKA RAMADHANI (B11110168), Judicial Review Against the Crime of 
Qualified Theft the Done By Children (Case Study Decision No. 
808/Pid.B/2011/PN.Mks), guided by Syamsuddin Muchtar as supervisor I 
and Dara  Indrawati as supervisor II 
The purpose of this study is (1) To determine the application of 
substantive criminal law against the perpetrators of the crime of theft by 
weighting is done by children, (2) To know the legal reasoning of judges in 
imposing punishment on the decision number 808/Pid.B / 2011/PN. Mks.  
This research was conducted in the city of Makassar, precisely in 
the Makassar District Court with methods of field research performed in 
the field with direct data collection through interviews with the District 
Court of Makassar and library research conducted research to obtain 
secondary data related to the study authors in the library of the Faculty of 
Law, University of Hasanuddin.  
The findings obtained from this study were (1) The application of 
sanctions against the crime of qualified theft is done by a child under 
Article 365 paragraph (1) to-4 of the Criminal Code and Law no. 12 of 
1951 Article 2. It is also that the defendant in good health physically and 
mentally able to account so that the defendant is considered a criminal act 
that has been done, (2) Consideration of law judges in criminal sanctions 
against children as perpetrators of the crime of theft by weighting and 
thruster weapons (bow) in the Decision Number: 808/Pid.B/2011/PN. Mks, 
namely to see the fulfillment of all the elements in the articles of indictment 
the prosecutor, and has considered the mitigating and aggravating 
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A. Latar Belakang Masalah  
Pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, merupakan 
implementasi kehendak rakyat, yang berorientasi pada upaya peningkatan 
kesejahteraan rakyat, secara terencana dan terarah, sehingga pada 
gilirannya pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri 
tetapi memiliki korelasi antara berbagai upaya pembangunan yang 
memiliki keterkaitan, utamanya dalam pembangunan hukum dengan 
menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945, agar dapat menuju 
masyarakat yang adil dan makmur. 
Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, 
yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum 
kepada masyarakat perlu makin ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik 
akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi 
masyarakat yang tidak teratur. Untuk itu hukum dijadikan sebagai 
Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. 
Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan 
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-
hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak 
konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi 
ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya 
sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan 
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kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan 
keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat. 
Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, 
yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat 
dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. 
Pembangunan masyarakat hukum madani (civil society) merupakan 
tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai 
hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat 
sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan 
masyarakat. 
Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian 
yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap 
peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam 
rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia 
pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda 
kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan 
cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian 
dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada 
cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola 
yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung 
luput dari jeratan hukum yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus 
pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga 
dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus di masa depan. 
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Anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang 
sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang 
menjurus kepada tindak pidana. Masa anak adalah masa dimana orang 
mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk 
menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana 
sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka 
dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat . Dalam 
kondisi seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk 
mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari 
siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri. 
Ketika terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak bahkan sampai 
mengarah kepada tindak pidana seperti pencurian, tentunya itu sangat 
meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan merasakan 
ketidaknyamanan dalam lingkungannya, keadaan seperti itu tentu tidak 
diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung 
melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan 
agar tindak pidana seperti pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak 
bisa berkurang. 
Dalam menanggulangi dan menyikapi berbagai perbuatan dan 
tingkah laku anak nakal, perlu mempertimbangkan kedudukan anak 
dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat 
menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan 
kehendaknya, tetapi keadaan di sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. 
Oleh karena itu anak, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya 
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lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan 
pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang 
memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda 
melalui tatanan peradilan khusus bagi anak yang mempunyai perilaku 
yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum, bukan hanya itu 
terkadang faktor kemiskinan juga menjadi faktor yang dominan 
mempengaruhi terjadinya tindakan-tindakan melawan hukum yang 
dilakukan oleh anak. 
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui 
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Pemerintah juga menerbitkan 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan 
Undang-undang No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi 
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 
Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Selain itu, 
pemerintah juga menetapkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah 
maju adalah ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan 
untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat 
ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses 
peradilan. 
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang 
Peradilan Anak menentukan bahwa “batas minimum anak yang masuk 
kategori anak nakal ketika melakukan tindak pidana adalah 8 (delapan) 
tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun”.  
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Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan 
yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban atau pun anak 
sebagai pelaku tindak pidana, makanya perlu ada perhatian khusus 
terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi pelanjut masa 
depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang 
lebih khusus bukan hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pemerintah. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis 
judul skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak”. (Studi 
Kasus Putusan Nomor 808/Pid.B/2011/PN.Mks) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan rumusan 
masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku 
tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 
anak dalam putusan nomor 808/Pid.B/2011/PN. Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana pada putusan nomor 808/Pid.B/ 2011/PN. Mks? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan 
oleh anak dalam putusan nomor 808/Pid.B/2011/PN. Mks. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana pada putusan nomor 808/Pid.B/ 2011/PN. Mks. 
Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Secara Akademis/Teoritis  
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan ide pemikiran dalam 
membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang 
menyangkut tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan 
oleh anak di Kota Makassar.  
2. Secara Praktis  
Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegak 
hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan 












A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, 
sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut 
ketentuan pidana hukum materiil, khusus dalam tulisan ini pengertian 
tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai apa itu 
delik, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, 
pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap terdakwa 
pelaku tindak pidana. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi 
pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 
pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, 
tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 
mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas 
(Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam 
bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege 
poenali  (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). 
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Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan 
yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. 
Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan 
perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau 
kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) 
adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian 
kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak 
pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu 
perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya 
tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak 
pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan jika telah terbukti 
benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan 
oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana 
sesuai dengan pasal yang mengaturnya. 
Dalam skripsi ini penulis juga melihat perlunya dicantumkan 
pengertian dari tindak pidana itu sendiri, berikut ini beberapa pengertian 
tindak pidana dari beberapa pakar. Menurut Pompe (A. Z. Abidin Farid, 
1995:225) bahwa ada 2 (dua) macam definisi tindak pidana yaitu : 
Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang 
diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana 
untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
 
Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa 
yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) 
dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat ; berbuat pasif, biasanya 
dilakukan di dalam beberapa keadaan merupakan bagian suatu peristiwa. 
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Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002:211) 
bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur  yaitu : 
a) Subjek 
b) Kesalahan 
c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan 
d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. 
e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).  
 
Pengertian tindak pidana juga diberikan oleh Ridwan Halim 
(1987:33), yaitu :  
Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan 
hukuman oleh Undang-Undang. 
 
Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau 
delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan straafbaarfeit 
yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-
undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.  
Sehubungan dengan hal tersebut A. Z. Abidin Farid (1995:33), 
menyatakan bahwa :  
"Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan 
hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".  
 
Lebih lanjut menurut (Wirjono Prodjodikoro, 1981:59), yang 
dimaksud dengan tindak pidana bahwa :  
“Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda 
strafbaarfeit atau dalam bahasa asing disebut delict berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenal hukuman pidana, dan 
pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”. 
 
Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik 
itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam 
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dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari 
ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-
tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.  
Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek 
dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan 
hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini 
mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam 
KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek 
tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat 
dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.  
Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum 
turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala 
dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk 
perumusan berbagai delik. 
Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik adalah sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Vos (A. Z. Abidin Farid, 1995:33) adalah sebagai 
berikut:  
1. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal 
berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).  
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang 
selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah 
nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-
undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam 
delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat 
dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan 
dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di 
dalam delik materil.  
3. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan 
kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja).  
4. Elemen melawan hukum.  
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Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, 
dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP, 
diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 
KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu. 
Sejalan dengan hal di atas, (R. Soesilo, 1991:26 - 28) menguraikan, 
bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat 
dibedakan atas:  
1) Unsur obyektif yang meliputi:  
a) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu 
perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. 
Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), 
penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan 
contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu : tidak 
melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui 
ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 
KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, 
sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan 
kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya.  
b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas 
merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum 
menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat 
dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan 
dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya 
barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil 
barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa 
waktu kemudian.  
c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi 
pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 
KUHP : "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, 
adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan 
mengambil itu dilakukan"  
d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu 
melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. 
Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus 
diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika 
perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan daiam 
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keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 
44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. 
 
2) Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang 
yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang 
dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu 
melanggar norma pidana.  
 
Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang 
memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur 
bahaya/gangguan, merugikan atau disebut sub socials sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Pompe (Bambang Poernomo, 1992:99) yang 
menyebutkan elemen suatu delik yaitu :  
a. Ada unsur melawan hukum 
b. Unsur kesalahan 
c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan 
 
Delik dapat dibedakan alas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai 
berikut (Adami Chazawi, 2005:121):  
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat 
dalam buku III. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel 
delicten).  
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak 
dengan sengaja (culpose delicten).  
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta 
omissionis).  
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus.  
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f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus.  
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communica (delicta communica, yang dapat 
dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat 
dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).  
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) 
dan tindak pidana aduan (klacht delicten).  
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (eenvoudige 
delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde 
delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligeerde 
delicten).  
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa 
dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, 
tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan 
lain sebagainya.  
 
Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak 
pidana berangkai (samengestelde delicten). 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Mengenai unsur-unsur dari tindak pidana di kalangan ahli hukum 
pidana sampai sekarang ini belum ada kesatuan pendapat. Secara garis 
besar perbedaan pendapat ini dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan 
yaitu Monistis dan Dualistis. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa); 
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
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4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP; 
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan 
tindak pidana  menurut Pasal 308 KUHP. 
 
Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah: 
1. Sifat melanggar hukum; 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 
KUHP. 
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
 
Menurut Simons (Andi Hamzah 2004:88) merumuskan unsur-unsur 
tindak pidana sebagai berikut :  
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah  
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
 
Masing-masing golongan yang mempunyai pendapat sendiri-sendiri  
a. Simons (Sudarto 1997:178), unsur-unsur tindak pidana adalah : 
1) Perbuatan manusia (positif atau negatif); 
2) Diancam dengan pidana; 
3) Melawan Hukum; 
4) Dilakukan dengan kesalahan; 
5) Oleh yang bertanggungjawab. 
Selanjutnya Simons (Sudarto 1997: 179), membedakan unsur-
unsur Strafbaarfeit antara unsur subyektif dan obyektif. 
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1) Unsur subyektif yaitu : 
a) Orang yang mampu bertanggungjawab; 
b) Kesalahan (dolus atau culpa) artinya perbuatan harus 
dilakukan dengan kesalahan. 
2) Unsur Obyektif yaitu : 
a) Perbuatan orang; 
b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; 
c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan itu. 
b. Mezger (Sudarto 1997: 180), menyebutkan unsur-unsur tindak 
pidana yaitu : 
1) Perbuatan dalam arti luas oleh manusia; 
2) Bersifat melawan hukum; 
3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang ; 
4) Diancam dengan pidana. 
c. Van Hamel (Sudarto 1997: 180), unsur-unsur tindak pidana 
adalah : 
1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU; 
2) Bersifat melawan hukum; 
3) Dilakukan dengan kesalahan. 
d. Van Baumen (Sudarto 1997: 180), unsur-unsur tindak pidana 
adalah : 
1) Perbuatan oleh manusia; 
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2) Bersifat melawan hukum; 
3) Dilakukan dengan kesalahan. 
Menurut Moeljatno (1984: 89), golongan dualistis menyatakan 
bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 
a. Perbuatan oleh manusia; 
b. Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil). 
Selanjutnya Moeljatno menyatakan syarat formil itu harus ada 
karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, 
sama halnya syarat-syarat materiil harus ada karena perbuatan itu harus 
benar-benar dirasakan bertentangan dengan atau menghambat 
tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat. Dalam buku Azas-Azas 
Hukum Pidana, bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat 
unsur melawan hukum, bukan berarti perbuatan itu tidak bersifat melawan 
hukum karena perbuatan itu sudah demikian wajarnya, sifat melawan 
hukumnya sendiri tidak perlu dinyatakan sendiri. 
Menurut H.B. Vos (Moeljatno 1984: 90,), bahwa straafbar feit hanya 
berunsur : 
a. Kesalahan manusia ; 
b. Diancam pidana dalam Undang-undang. 
Dari beberapa pendapat yang menganut aliran monistis nampak 
bahwa pada aliran monistis menyatukan unsur perbuatan dan 
pertanggunganjawaban pidana. Sedangkan pada aliran dualistis 
memisahkan perbuatan dan pertanggungan jawab pidana. 
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C. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang 
digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut 
pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan 
pertentangan atau perbedaan pendapat. 
Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk 
menguraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau 
definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau 
badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-
sarjana lain, baik yang berkecimpung di bidang hukum maupun di luar 
bidang hukum. 
Dan berbagai literatur yang ada, penulis belum menemukan suatu 
definisi mengenai pencurian. Hal ini disebabkan oleh sangat luasnya hal-
hal yang dicakup karena adanya pengklasifikasian pencurian 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 
KUHP.  
Khususnya dari segi bahasa, pencurian berasal dari kata curi yang 
mendapat awalan pen dan akhiran an. Poerwadarminta, (1976:217) 
menyatakan bahwa arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-
diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara 
sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan 
yang dilakukannya itu. 
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2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian  
Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana 
pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang 
terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai 
dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa 
jenis, yaitu :  
a. Pencurian biasa  
Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum 
pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. 
Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai 
berikut :  
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 
Sembilan ratus rupiah”. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur 
pencurian biasa adalah :  
1. Mengambil; 
2. Suatu barang 
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain  
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum  
 
b. Pencurian ringan  
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 
pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah 
dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi 
diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP 
yang menentukan :  
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“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 
4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, 
apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak 
lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian 
ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur 
pencurian ringan adalah :  
1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362). 
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama; atau  
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke 
dalam tempat kejahatan atatu untuk mencapai benda yang 
hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan 
pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan atau telah memakai 
kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :  
1. Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah 
2. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima 
puluh rupiah.  
 
c. Pencurian dalam keluarga  
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP 
ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku 
maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, 
apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu 
(orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. 
 
D. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat 
diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian 
dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu 
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diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari 
hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan 
dalam Pasal 362 KUHP (Wirjono Prodjodikoro; 2003:19). 
Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.  
 Pasal 363 KUHP  
1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh 
tahun :  
a. Pencurian ternak; 
b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa 
bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan atau bahaya perang;  
c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan 
oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh yang berhak;  
d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu;  
e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, 
dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau 
pakai jabatan palsu.  
2. Jika pencurian yang dterangkan dalam butir 3 disertai dengan 
salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun.  
 
 Pasal 365 KUHP  
1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun 
dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang 
lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap 
basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi 
yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri 
atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.  
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun 
dijatuhkan :  
a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana 
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ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam 
kereta api atau trem yang sedang berjalan;  
b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih 
bersama-sama;  
c. Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat 
melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau 
memanjat,  
d. atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, 
atau pakaian jabatan palsu;  
e. Jika perbuatan itu berakibat luka berat.  
3. Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas 
tahun jika perbuatan itu berakibat matinya orang; 
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 
penjara selam-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika 
perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati, dan 
lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang 
atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang 
disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 2.  
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 
363 dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 
dan Pasal 365 KUHP adalah :  
a. Pasal 363 KUHP 
1) Pencurian Ternak  
Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang 
memberatkan ialah unsur “ternak”. Apakah yang dimaksud 
dengan “ternak”? Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, 
“ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak 
dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, 
kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu 
misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya. 
Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat kejahatan 
pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak 
merupakan harta kekayaan yang penting.  
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2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, 
gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 
KUHP).  
Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak 
perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang 
terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang 
disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh 
pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara 
terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling 
berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan 
kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian. 
 
3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan 
oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau 
dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 
KUHP).  
Ad. 1. Unsur “malam”  
Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan 
“malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan 
matahari terbit. 
Ad. 2. Unsur “dalam sebuah rumah”  
Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang 
dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya 
termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang 
banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk 
pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, 
atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk 
kediaman.  
Ad. 3. Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”  
Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya 
sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang 
nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan 
tanah itu dengan tanah di sekelilingnya. 
 
4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).  
Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama 
dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka 
bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak 
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bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang 
mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka 
secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-
barang. 
Dengan digunakannya kata gepleegd (dilakukan), bukan kata 
begaan (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada 
dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut 
melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi 
syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP 
tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (dader) dan 
ada seorang pembantu (medeplichtige) dari Pasal 55 ayat 1 
nomor 2 KUHP.  
Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila 
setelah mereka merancangkan niatnya untuk bekerja sama 
dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang 
masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya 
tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada 
yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain. 
 
5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan 
sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).  
Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam 
suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) 
terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau 
kunci dari suatu peti rusak. 
Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga 
meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk 
rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan 
atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan 
yang demikian dianggap tertutup.  
Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak kuci palsu diperluas hingga 
meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan 
untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.  
 
b. Pasal 365 KUHP  
Unsur–unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) 
KUHP, adalah: 
1. Pencurian  
2. Didahului atau disertai atau diikuti 
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan 
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4. Terhadap orang 
5. Dilakukan dengan maksud : 
a. Mempersiapkan atau; 
b. Memudahkan atau;  
c. Dalam hal tertangkap tangan;  
d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau 
peserta lain;  
e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.  
 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, 
adalah :  
1. Waktu malam 
2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
dirumahnya 
3. Di jalan umum 
4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan 
 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, 
adalah :  
1. Dua orang atau lebih 
2. Bersama-sama  
 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP, 
adalah :  
1. Didahului, disertai, atau diikuti 
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan 
3. Dengan maksud mempersiapkan 
4. Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau;  
5. Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu.  
 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, 
adalah “mengakibatkan luka berat”. Pengertian luka berat diatur dalam 
Pasal 90 KUHP, yaitu :  
1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan sembuh sama 
sekali, atau menimbulkan bahaya maut 
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2. Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, 
jabatan atau pekerjaan pencahariannya.  
3. Kehilangan salah satu panca indera.  
4. Mendapat cacat berat.  
5. Menderita sakit lumpuh.  
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.  
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.  
 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP 
adalah :  
1. Didahului, disertai atau diikuti; 
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan;  
3. Mengakibatkan kematian.  
 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP 
adalah :  
1. Mengakibatkan luka berat atau; 
2. Kematian;  
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;  
4. Dengan bersekutu;  
5. Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3.  
 
E. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam 
Senjata penikam ialah alat yang digunakan untuk menghabisi 
nyawa korban (menusuk korban) dan senjata yang kegunaannya hanya 
dapat dipakai untuk menikam tidak bisa dipakai untuk potong sayur, ikan, 
kue dan lain-lain. 
Penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam 
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta 
Undang-undang yang berkaitan dengannya. 
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 
1951 menegaskan bahwa : 
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Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan 
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau 
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata 
penikam, atau senjata penusuk (Slag, steek of stoot wapen), 
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun. 
 
Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata 
penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata 
dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-
pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah 
pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang 
pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). 
 
F. Tinjauan Umum Terhadap Anak 
1. Pengertian Anak 
Pengertian anak merupakan masalah aktual dan sering 
menimbulkan kesimpangsiuran pendapat di antara para pakar hukum, 
salah satunya adalah mengenai batas umur yang ditentukan bagi seorang 
anak. Para pakar hukum tidak mempunyai kata sepakat tentang batas 
umur anak.  
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang 
Peradilan Anak menentukan bahwa “batas minimum anak yang masuk 
kategori anak nakal ketika melakukan tindak pidana adalah 8 (delapan) 
tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun”.  
Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai 
batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan 
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perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak 
sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak 
memberikan pengertian yang jelas tentang anak. Menurut Pasal 45 KUHP 
mendefinisikan bahwa:  
“anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena 
perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas 
tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya sitersalah itu 
dikembalikan kepada orang tuanya walinya atau pemeliharanya, 
dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintahkan, 
supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak 
dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian 
kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam 
Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417- 519, 526, 531, 
532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua 
tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia 
melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan ; 
atau menghukum anak yang bersalah itu”. 
 
Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku 
delik menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 22 
adalah pidana dan tindakan. 
2. Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana  
Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai 
pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:  
a. Pidana pokok 
Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku 
delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 
23 ayat (2) yaitu :  
1) Pidana Penjara  
Menurut Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi:  
“pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 
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satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 
dewasa”  
Menurut Pasal 26 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi:  
“apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 
huruf a, melakukan delik yang diancam dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat 
dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama sepuluh tahun”. 
 
Menurut Pasal 26 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi:  
“apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 
huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan delik yang 
diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 
terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu 
menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja”.  
 
Menurut Pasal 26 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi:  
“apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 
huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan delik yang 
diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 
terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24”.  
 
2) Pidana kurungan  
Menurut Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi bahwa:  
“pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 2 Huruf a, paling lama 
satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi 
orang dewasa”. 
 
3) Pidana denda  
Menurut Pasal 28 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi 
bahwa: 
"Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling 





Menurut Pasal 28 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi 
bahwa:  
"apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 
ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan 
kerja".  
 
Menurut Pasal 28 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi 
bahwa:  
"wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling 
lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam 
sehari serta tidak dilakukan pada malam hari".  
 
4) Pidana pengawasan  
Menurut Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi 
bahwa: 
"pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling 
singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun".  
 
Menurut Pasal 30 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi 
bahwa:  
Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka anak tersebut 
ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan 
pembimbing kemasyarakatan. 
 
Menurut Pasal 30 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi 
bahwa:  
"Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 







b. Pidana tambahan  
Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai 
pelaku delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak Pasal 23 ayat (1) yaitu :  
1) Perampasan barang-barang tertentu  
Barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh 
dengan kejahatan atau barang yang dipakai untuk melakukan 
delik. Pada umumnya barang-barang yang boleh dirampas 
harus kepunyaan terhukum. 
2) Pembayaran ganti rugi  
Menurut Gatot Supramono, 2007:33 mengemukakan 
bahwa : 
"pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana 
tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau 
orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua".  
 
3. Sanksi Tindakan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana  
Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai 
pelaku delik diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak sebagai berikut :  
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh  
Menurut Gatot Supramono, 2007:35 menulis bahwa:  
“meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang 
tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan. 
Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan 




b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja  
Menurut Gatot Supramono, 2007:35 menulis bahwa:  
“apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua 
asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, 
maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditetapkan di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja. Latihan Kerja dimaksudkan untuk 
memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan 
memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, 
perbengkelan, tata rias dan sebagainya setelah selesai menjalani 
tindakan dapat hidup mandiri”. 
 
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja  
Menurut Gatot Supramono, 2007:35 menulis bahwa:  
“pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja 
diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak atau Departement Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak 
menghendaki hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan 
diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti 
pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan 
memperhatikan agama anak yang bersangkutan.  
 
Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) berbunyi 
bahwa :  
"tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat 
disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh 
Hakim". Di mana teguran yang dimaksud adalah peringatan dari 
hakim baik langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun 
secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua 
asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang 
mengakibatkan anak tersebut dijatuhi tindakan. Sedangkan maksud 
dari syarat tambahan adalah kewajiban untuk melapor secara 







A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan 
dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari 
lokasi tersebut penulis dapat mencari dan mendapatkan data serta 
informasi yang relevan dengan objek penelitian yang penulis teliti. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, 
yaitu data primer dan data sekunder: 
1. Data Primer  
Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara 
langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam putusan yang penulis 
teliti di Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Data Sekunder  
  Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur 
dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-
undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan 
dibahas. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis 
menggunakan metode sebagai berikut : 
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1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data 
sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, 
peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang 
didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang 
berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan 
wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hal ini adalah 
hakim yang memutuskan  perkara tersebut.  
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriktif yaitu dengan 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta 









HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh 
Anak Dalam Putusan Nomor: 808/Pid.B/2011/PN. Makassar. 
Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum 
yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja 
oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan 
dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang 
dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka 
perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. 
Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam Studi Kasus Putusan 
Nomor: 808/Pid.B/2011/PN. Mks yang didakwa dengan dakwaan yang 
disusun dalam bentuk dakwaan yaitu  Terdakwa Melanggar Pasal 365 
ayat (1), (4) dan UU darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa Rafli Yusuf alias Appi bersama Rahmat alias Bucek 
(dewasa dan sidang tersendiri) pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 pukul 
23.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Dg. 
Tata Raya Kota Makassar atau setidak-tidaknya tempat lain dalam daerah 
hukum Peradilan Negeri Makassar, mengambil barang, seluruh atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum ancaman kekerasan, di mana perbuatan terdakwa 
dilakukann dengan cara; berawal terdakwa Rafli Yusuf alias Appi selaku 
anak di bawah umur sesuai keterangan hasil ujian sekolah dasar tahun 
2005/2006 lahir tanggal 4 Juni 1994 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SD 
Impres Sambung Jawaya Kota Makassar  atas nama Sri Endang  K, S.Pd 
di mana saksi korban Pr. Israwati pulang kerja dengan dibonceng sepeda 
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motor oleh Lk. Mahardika melewati Jl. Daeng Tata dekat Pasar Hartaco 
tiba-tiba sepeda motor Honda Beat putih yang dikendarai oleh terdakwa 
yang berboncengan dengan Lk Rahmat alias Bucek mendekati korban 
dan memepet sepeda motor korban dimana terdakwa Rafli Yusuf menarik 
tas selempangan yang berisi HP Nokia X2 warna hitam dan surat-surat 
penting lainnya milik korban Pr. Israwati dari pundaknya kemudian korban 
terjatuh dari aspal jalan dan menderita luka lecet pada punggung kaki 
kanan, dimana terdakwa Rafli Yusuf alias Appi bersama Rahmat alias 
Bucek melarikan diri dan Lk. Rahmat alias Bucek meninggalkan sepeda 
motor di jalan dimana korban berteriak minta tolong dan mengatakan 
“jambret!’ dimana warga dapat mengamankan terdakwa Rafli Yusuf alias 
Appi dan Lk. Rahmat alias Bucek serta diamankan oleh Anggota Unit 
Khusus Polsekta Tamalate, dimana terdakwa bersama LK Rahmat alias 
Bucek digeledah dan ditemukan 2 buah busur yang dibawa oleh terdakwa 
Rafli Yusuf alias Appi dan Lk. Rahmat alias Bucek, atas perbuatan 
terdakwa yang mengambil barang  milik korban Pr. Israwati sehingga 
korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 1.500.000;- (satu juta lima 
ratus tibu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu, dan didukung Visum Et 
Refertum No.2351/M/RS/IV/2011 tanggal 7 April 2011 yang menerangkan 
bahwa Lk. Mahardika menderita luka lecet pada punggung kaki kanan 
ukuran 2 x 2 x 0,5cm dengan kesimpulan karena kekerasan benda tumpul, 
dibuat oleh dr. Yusnah Yusuf pada RSU Haji Makassar. Sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (1) KUHP. 
 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum 
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rafli Yusuf alias 
Appi bersama Rahmat alias Bucek yang dibacakan pada persidangan 
dihadapan Hakim Peradilan Makassar sebagai berikut : 
Dakwaan Pertama Primair 
 
Bahwa Ia terdakwa RAFLI YUSUF alias APPI bersama 
Rahmat alias Bucek (dewasa dan sidang tersendiri) pada hari 
Kamis tanggal 7 April 2011 pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya 
dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya tempat lain dalam daerah hukum Peradilan 
Negeri Makassar, mengambil barang, seluruh atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
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melawan hukum ancaman kekerasan, di mana perbuatan terdakwa 
dilakukann dengan cara; berawal terdakwa Rafli Yusuf alias Appi 
selaku anak di bawah umur sesuai keterangan hasil ujian sekolah 
dasar tahun 2005/2006 lahir tanggal 4 Juni 1994 yang dibuat oleh 
Kepala Sekolah SD Impres Sambung Jawaya Kota Makassar  atas 
nama Sri Endang  K, S.Pd di mana saksi korban Pr. Israwati pulang 
kerja dengan dibonceng sepeda motor oleh Lk. Mahardika melewati 
Jl. Daeng Tata dekat Pasar Hartaco tiba-tiba sepeda motor Honda 
Beat putih yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan 
dengan Lk Rahmat alias Bucek mendekati korban dan memepet 
sepeda motor korban dimana terdakwa Rafli Yusuf menarik tas 
selempangan yang berisi HP Nokia X2 warna hitam dan surat-surat 
penting lainnya milik korban Pr. Israwati dari pundaknya kemudian 
korban terjatuh dari aspal jalan dan menderita luka lecet pada 
punggung kaki kanan, dimana terdakwa Rafli Yusuf alias Appi 
bersama Rahmat alias Bucek melarikan diri dan Lk. Rahmat alias 
Bucek meninggalkan sepeda motor di jalan dimana korban 
berteriak minta tolong dan mengatakan “jambret!’ dimana warga 
dapat mengamankan terdakwa Rafli Yusuf alias Appi dan Lk. 
Rahmat alias Bucek serta diamankan oleh Anggota Unit Khusus 
Polsekta Tamalate, dimana terdakwa bersama LK Rahmat alias 
Bucek digeledah dan ditemukan 2 buah busur yang dibawa oleh 
terdakwa Rafli Yusuf alias Appi dan Lk. Rahmat alias Bucek, atas 
perbuatan terdakwa yang mengambil barang  milik korban Pr. 
Israwati sehingga korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 
1.500.000;- (satu juta lima ratus tibu rupiah) atau setidak-tidaknya 
sekitar itu, dan didukung Visum Et Refertum No.2351/M/RS/IV/2011 
tanggal 7 April 2011 yang menerangkan bahwa Lk. Mahardika 
menderita luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran 2 x 2 x 
0,5cm dengan kesimpulan karena kekerasan benda tumpul, dibuat 
oleh dr. Yusnah Yusuf pada RSU Haji Makassar. Sebagaimana 




 Bahwa Ia terdakwa Rafli Yusuf alias Appi bersama Lk. 
Rahmat alias Bucek (dewasa dan sidang tersendiri) pada waktu 
dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama 
Primair tersebut di atas, mengambil barang sesuatu atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, bersekutu, dimana perbuatan terdakwa dilakukan 
dengan cara; berawal terdakwa Rafli Yusuf alias Appi selaku anak 
di bawah umur sesuai keterangan hasil ujian sekolah dasar tahun 
2005/2006 lahir tanggal 4 Juni 1994 yang dibuat oleh Kepala 
Sekolah SD Impres Sambung Jawaya Kota Makassar  atas nama 
Sri Endang  K, S.Pd di mana saksi korban Pr. Israwati pulang kerja 
dengan dibonceng sepeda motor oleh Lk. Mahardika melewati Jl. 
Daeng Tata dekat Pasar Hartaco tiba-tiba sepeda motor Honda 
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Beat putih yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan 
dengan Lk Rahmat alias Bucek mendekati korban dan memepet 
sepeda motor korban dimana terdakwa Rafli Yusuf menarik tas 
selempangan yang berisi HP Nokia X2 warna hitam dan surat-surat 
penting lainnya milik korban Pr. Israwati dari pundaknya kemudian 
korban terjatuh dari aspal jalan dan menderita luka lecet pada 
punggung kaki kanan, dimana terdakwa Rafli Yusuf alias Appi 
bersama Rahmat alias Bucek melarikan diri dan Lk. Rahmat alias 
Bucek meninggalkan sepeda motor di jalan dimana korban 
berteriak minta tolong dan mengatakan “jambret!’ dimana warga 
dapat mengamankan terdakwa Rafli Yusuf alias Appi dan Lk. 
Rahmat alias Bucek serta diamankan oleh Anggota Unit Khusus 
Polsekta Tamalate, dimana terdakwa bersama LK Rahmat alias 
Bucek digeledah dan ditemukan 2 buah busur yang dibawa oleh 
terdakwa Rafli Yusuf alias Appi dan Lk. Rahmat alias Bucek, atas 
perbuatan terdakwa yang mengambil barang  milik korban Pr. 
Israwati sehingga korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 
1.500.000;- (satu juta lima ratus tibu rupiah) atau setidak-tidaknya 
sekitar itu, dan didukung Visum Et Refertum No.2351/M/RS/IV/2011 
tanggal 7 April 2011 yang menerangkan bahwa Lk. Mahardika 
menderita luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran 2 x 2 x 
0,5cm dengan kesimpulan karena kekerasan benda tumpul, dibuat 
oleh dr. Yusnah Yusuf pada RSU Haji Makassar. Sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (1) ke-4 KUHP. 
 
 Dakwaan Kedua 
 Bahwa Ia terdakwa Rafli Yusuf alias Appi bersama Lk. 
Rahmat alias Bucek (dewasa dan sidang tersendiri) pada waktu 
dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama 
Primair tersebut di atas, tanpa hak menguasai, membawa senjata 
tajam berupa busur, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan 
cara; berawal terdakwa Rafli Yusuf alias Appi selaku anak di bawah 
umur sesuai keterangan hasil ujian sekolah dasar tahun 2005/2006 
lahir tanggal 4 Juni 1994 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SD 
Impres Sambung Jawaya Kota Makassar  atas nama Sri Endang  
K, S.Pd bersama Lk. Rahmat alias Bucek tertangkap tangan oleh 
petugas polisi Polsekta Tamalate dimana terdakwa digeledah dan 
ditemukan membawa masing-masing busur, tanpa izin dari yang 
berwajib. 
 Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) 
UU RI Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 78 Tahun 
1951. 
 
Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-
turut berupa keterangan, saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa 
dan barang bukti sebagai berikut: 
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1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI 
1.1 Saksi ISRAWATI, di bawah sumpah yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekitar 
jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota 
Makassar, telah terjadi pencurian barang berupa tas 
selempang yang berisi HP merk Nokia X21 warna hitam 
milik saksi 
- Bahwa benar terdakwa mengambil tas saksi dengan 
menarik tas tersebut dari saksi yang disimpan pada pundak 
sebelah kanan saksi 
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian 
dengan menggunakan motor Honda BEAT warna putih 
- Bahwa benar pada saat saksi berboncengan dengan Lk. 
MAHARDIKA menggunakan sepeda motor tiba-tiba datang 
2 orang mendekati saksi menggunakan sepeda motor dan 
langsung menarik tas saksi dan membuat saksi dan Lk. 
MAHARDIKA terjatuh dari sepeda motor yang saksi 
gunakan dan kedua pelaku juga ikut terjatuh namun berhasil 
menarik tas saksi kemudian lari dengan meninggalkan 
motornya 
- Bahwa benar pada saat kejadian Lk. MAHARDIKA mengejar 
terdakwa sambil meneriaki maling sehingga terdakwa dapat 
ditangkap oleh masyarakat 
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut seizin 
dari saksi 
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan 
persidangan adalah barang yang dicuri oleh terdakwa 
1.2 Saksi MAHARDIKA HASAN, di bawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekitar 
jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota 
Makassar, telah terjadi pencurian barang berupa tas 
selempang yang berisi HP merk Nokia X21 warna hitam 
milik Pr. ISRAWATI 
- Bahwa benar terdakwa mengambil tas Pr. ISRAWATI 
dengan menarik tas tersebut dari saksi yang disimpan pada 
pundak sebelah kanan Pr. ISRAWATI 
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian 
dengan menggunakan motor Honda BEAT warna putih 
- Bahwa benar pada saat saksi berboncengan dengan Pr. 
ISRAWATI menggunakan sepeda motor tiba-tiba datang 2 
orang mendekati saksi menggunakan sepeda motor dan 
langsung menarik tas saksi dan membuat saksi dan Pr. 
ISRAWATI terjatuh dari sepeda motor yang saksi gunakan 
dan kedua pelaku juga ikut terjatuh namun berhasil menarik 
tas saksi kemudian lari dengan meninggalkan motornya 
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- Bahwa benar pada saat kejadian Lk. MAHARDIKA mengejar 
terdakwa sambil meneriaki maling sehingga terdakwa dapat 
ditangkap oleh masyarakat 
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut seizin 
dari Pr. ISRAWATI 
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan 
persidangan adalah barang yang dicuri oleh terdakwa 
1.3 Saksi RAHMAT alias BUCEK BIN DAENG RANNU, di bawah 
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekitar 
jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota 
Makassar, terdakwa bersama dengan telah melakukan 
pencurian 
- Bahwa benar berawal ketika saksi bersama-sama dengan 
terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor 
Honda BEAT DD 2880 JZ untuk melakukan pencurian dan 
kemudian saksi melihat saksi korban berboncengan dengan 
menggunakan sepeda motor sedang menyandang tas dan 
dari arah belakang sehingga saksi mendekatkan sepeda 
motor korban kepada saksi  korban dan terdakwa langsung 
menark tas korban dengan menggunakan tangan 
terangsetelah berhasil mengambil tas saksi korban 
kemudian sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi 
terjatuh sehingga terdakwa bersama dengan saksi berlari 
namun ditangkap oleh masyarakat 
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian terdakwa 
membawa senjata tajam berupa busur 
- Bahwa benar tujuan terdakwa bersama dengan saksi 
melakukan pencurian ingin mendapatkan uang atau harta 
berharga dan sedangkan tujuan terdakwa membawa busur 
untuk terdakwa pergunakan apabila diburu oleh korban 
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi mengambil 
barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari 
pemiliknya 
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan 
persidangan 
1.4 Saksi MUH RASUL, yang di hadapan penyidik telah disumpah 
dan atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan di 
depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap 
terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekitar jam 
23.00 WITA bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota Makassar, 
karena telah melakukan pencurian 
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah tas selempang 
berwarna coklat 
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan RAHMAT alias 
BUCEK melakukan pencurian dengan merampas tas korban 
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dari arah belakang sebelah kanan dengan menggunakan 
sepeda motor 
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa 
membawa senjata tajam berupa busur 
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa 
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. 
2. PETUNJUK 
Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan 
3. KETERANGAN TERDAKWA 
Terdakwa RAFLI YUSUF alias APPI, di depan persidangan yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekitar 
jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota 
Makassar, terdakwa bersama Lk. RAHMAT alias BUCEK 
dengan telah melakukan pencurian 
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa bersama-sama 
dengan RAHMAT alias BUCEK (berkas yang diajukan 
secara terpisah) berboncengan dengan mengendarai 
sepeda motor Honda BEAT DD 2880 JZ untuk melakukan 
pencurian dan kemudian melihat saksi korban 
berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kepada 
saksi korban dan terdakwa langsung menarik tas saksi 
korban dengan menggunakan tangan kiri yang 
menyebabkan saksi korban terjatuh dari sepeda motor dan 
setelah berhasil mengambil tas saksi korban kemudian 
sepeda motor  yang dikemudikan RAHMAT alias BUCEK 
terjatuh sehingga terdakwa bersama dengan RAHMAT alias 
BUCEK berlari namun ditangkap oleh masyarakat 
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian terdakwa 
membawa senjata tajam berupa busur 
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pencurian ingin 
mendapatkan uang atau harta berharga dan sedangkan 
tujuan terdakwa membawa busur untuk terdakwa 
pergunakan apabila diburu oleh korban 
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa 
sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya 
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan 
persidangan adalah barang yang dicur oleh terdakwa 
4. BARANG BUKTI 
Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 
- 1 buah tas selempang warna coklat merk PRADA 
- 1 unit sepeda motor Honda BEAT warna putih DD 2880 JZ 
- 2 buah busur dengan panjang 15 cm dan 13 cm 
Barang bukti trsebut telah disita secara sah menurut hukum, 
karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian Ketua 
Majelis Hakim telah memperlihatkam barang bukti tersebut kepada 
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terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah 
membenarkannya. 
Berdasarkan fakta-faktabyang terungkap di persidangan 
maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan yakni: 
-PERTAMA  
Primair : melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP 
 Subsidair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP 
-KEDUA   
Melanggar Pasal 2 (1) UU RI Darurat No. 12/1951 LN No.78/1951 
 Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara 
KUMULATIF, maka terlebih dahulu kami akan langsung 
membuktikan dakwaan PERTAMA yang kami anggap terbukti yaitu 
dakwaan Subsidair yakni Pasal 363 ke-3 KUHP dengan unsur-
unsur sebagai berikut: 
1. Barang siapa 
2. Mengambil Barang sesuatu 
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum 
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu 
 
Ad. 1. Unsur barang siapa 
  Bahwa pengertian “barang siapa” di sini adalah siapa 
saja atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana  
dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa 
terdakwa RAFLI YUSUF alias APPI yang dihadapkan di 
persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan 
identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah 
Terdakwa RAFLI YUSUF alias APPI sebagai manusia yang 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
  Berdasarkan fakta tersebut maka unsur “barang 
siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
 
Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa benar 
terdakwa telah mengambil barang berupa tas selempang 
yang berisi HP merk Nokia X21 warna hitam milik saksi Pr. 
ISRAWATI. 
Berdasarkan fakta tersebut maka unsur “mengambil 




Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan 
keterangan para terdakwa sendiri terungkap bahwa barang 
curian berupa tas selempang yang berisi HP merk Nokia X21 
warna hitam milik saksi Pr. ISRAWATI. 
Berdasarkan fakta tersebut maka unsur “seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan 
hukum 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa 
sendiri, bahwa terdakwa mengambil barang berupa tas 
selempang berisi HP merk Nokia X21 tersebut tanpa seizin 
dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni Pr. ISRAWATI. 
Dan terdakwa mengambil tas selempang yang berisi HP 
merk Nokia X21 tersebut dengan maksud untuk dimilikinya. 
Berdasarkan fakta tersebut maka unsur “dengan 
maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
Ad. 5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa 
sendiri terungkap bahwa benar pencurian tas selempang 
yang berisi HP merk Nokia X21 tersebut dilakukan oleh 
Terdakwa bersama RAHMAT alias BUCEK (berkas perkara 
diajukan terpisah) di mana terdakwa telah merencanakan 
terlebih dahulu dan kemudian pada waktu melakukan 
pencurian di mana terdakwa yang mengambil tas selempang 
tersebut, sementara RAHMAT alias BUCEK yang 
mengemudikan motor yang dikendarainya pada saat itu, 
setelah berhasil terdakwa merampas tas tersebut RAHMAT 
alias BUCEK melajukan motornya dengan cepat hingga tidak 
bisa mengendalikan motornya dan akhirnya jatuh dan 
ditangkap oleh masyarakat sekitar. 
Berdasarkan fakta tersebut maka unsur “dilakukan 
dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
Selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan KEDUA yakni 
melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/1951 LN 1951 No. 
78 dengan unsur sebagai berikut: 
1. Unsur “barang siapa” 
Bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang yang 
sehat jasmani dan rohaninya sebagai subjek hukum yang 
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dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa 
terdakwa RAFLI YUSUF alias APPI yang dihadapkan ke 
depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini 
sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas 
perkara RAFLI YUSUF alias APPI telah membawa senjata 
tajam berupa busur di mana terdakwa tidak mempunyai izin 
dari pihak yang berwajib untuk menguasai dan menggunakan 
senjata tajam berupa busur tersebut, dengan demikian unsur 
tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum sehingga dapat dibuktikan. 
 
2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, mempergunakan senjata pemukul, senjata 
penikam, atau senjata penusuk” 
Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri atas 
beberapa sub  unsur sehingga apabila salah satu unsur telah 
terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dapat 
terbukti. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, 
petunjuk yang saling bersesuaian antara satu dengan yang 
lainnya, yang diperkuat dengan keterangan terdakwa di depan 
persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 
sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota 
Makassar. Terdakwa setelah melakukan pencurian dan 
kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian dan setelah 
diperiksa pada diri terdakwa ditemukan 2 buah busur yang 
merupakan milik terdakwa di mana terdakwa tidak mempunyai 
izin dari pihak berwajib untuk menguasai dan menggunakan 
senjata tajam tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka 
kami berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan.  
Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini 
telah terpenuhi dan dapat dibuktikan di mana unsur-unsur 
tersebut satu sama lain saling bersesuaian, saling 
berhubungan dan saling melengkapi maka kiranya terdakwa 
telah cukup bukti untuk dipersalahkan melakukan tindak 
pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN melanggar 
Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan MEMBAWA SENJATA 
PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK melanggar Pasal 2 
Ayat (1) UU Darurat No. 12/1951 LN No. 78/1951 
sebagaimana dakwaan KESATU Subsidair dan KEDUA 
Penuntut Umum. 
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Kemudian mengingat selama dalam persidangan dalam 
diri terdakwa  tidak ditemukan hal-hal yang menghapus 
kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang 
menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang 
telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak 
pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan 
maupun hal-hal yang mengapuskan pemidaan maka sudah 
sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan 
perbuatan yang telah dilakukan dengan mengingat rasa 
keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 
Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri 
terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang 
kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan 
pidana yaitu: 
 
 Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya dan berjanji 
tidak mengulanginya lagi 
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih bisa 
memperbaiki diri di masa yang akan datang 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud dan berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, 
kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar; 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa RAFLI YUSUF alias APPI terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak 
pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN melanggar Pasal 
363 Ayat (1) KUHP dan MEMBAWA SENJATA PENIKAM 
melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12/1951 LN No. 
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78/1951 sebagaimana dakwaan KESATU dan KEDUA Penuntut 
Umum 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan 
pidana penjara selama 1 tahun dikurangkan dengan masa 
penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
 1 buah tas selempangan warna coklat merk PRADA 
 1 unit motor Honda BEAT warna putih DD 2880 JZ 
Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak 
 2 buah busur dengan panjang 15 cm dan 13 cm 
Dirampas dan dimusnahkan 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000 
 
4. Amar Putusan 
Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila telah ada 
putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut Hakim menyatakan 
pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan yang 
berkenaan dalam memutuskan perkara tersebut. 
Pada hakekatnya Hakim diberi kewenangan untuk memeriksa, 
mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun 
kewenangan tersebut harus berdasarkan pada undang-undang, norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat, serta peraturan-peraturan hukum 
lainnya. 
Hakim dalam hal ini harus melihat dan memperhatikan dasar-dasar 
tuntutan hukum yang diajukan kepada Terdakwa, Dimana Hakim tidak 
boleh memutus suatu perkara diluar tuntutan yang tercantum dalam surat 
dakwaan, yang pada intinya kewenangan Hakim dalam memutus perkara 
dibatasi oleh undang-undang. 
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Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari beberapa 
barang bukti dan beberapa pertimbangan-pertimbagan, maka Hakim 
mengadili dengan amar putusan sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa Rafli Yusuf alias Appi yang identitasnya 
seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian 
dengan pemberatan dan membawa senjata penikam” 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah); 
 
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik 
yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
nomor: PDM 630/Mks/Ep.1/05/2011 dan diterapkan dalam putusan nomor: 
808/Pid.B/2011/PN. Mks. Dimana telah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni Pasal 365 ayat (1), dan Pasal 
2 (1) UU RI Darurat No. 12/1951 LN No.78/1951 yaitu Tindak Pidana 
Pencurian Dengan Pemberatan dan Membawa Senjata Penikam (Busur) 
yang Dilakukan Oleh Anak. 
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Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil 
pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal-pasal yang 
dipersangkakan kepada Terdakwa Rafli Yusif alias Appi dan fakta-fakta 
yang terungkap di persidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah 
terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi 
dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur- unsur 
dalam KUHPidana yaitu Pasal 365 ayat (1), serta Pasal 2 (1) UU RI 
Darurat No. 12/1951 LN No.78/1951. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada 
Putusan Nomor: 808/Pid.B/ 2011/PN. Makassar. 
Dalam hukum pidana dikenal dikenal asas tiada pidana tanpa 
kesalahan, artinya bahwa dalam suatu perkara pidana Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  apabila dalam proses 
pemeriksaan di pengadilan, terdakwa tidak dapat dibuktikan 
kesalahannya. Kesalahan terdakwa, harus dibuktikan dengan adanya alat 
bukti yang sah. 
Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana 
biasanya majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan yuridis. 
Pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap tindak pidana yang 
didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan 
Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, yang mana 
perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat suatu tindak pidana 
dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. 
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Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini langsung akan berpengaruh besar 
terhadap amar putusan Majelis Hakim.  
Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan 
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim 
akan melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan merupakan 
konsklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta 
barang bukti yang yang diajukan dan dimunculkan dipersidangan. Pada 
dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah 
tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa 
tindak pidana tersebut dilakukan, kemudian bagaimanakah akibat 
langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang 
dipergunakan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana. 
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah 
satu Majelis Hakim Peradilan Negeri Makassar yaitu Bapak Pudjo 
Hunggul, dimana beliau mengemukakan pada penulis adapun 
pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu : 
1. Sebelum menjatuhkan putusan hal utama yang harus 
dipertimbangkan oleh hakim yaitu melihat perbuatan terdakwa 
apakah telah memenuhi semua unsur dari pasal yang 
didakwaan oleh penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dari hasil pemeriksaan di persidangan terhadap 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti 
lain yang dihadirkan di persidangan sehingga dapat diperoleh 
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suatu keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan 
tindak pidana tersebut. 
2. Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu adanya BAP 
dari pihak kepolisian yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut 
Umum, kemudian BAP tersebut dibuat kedalam surat dakwaan 
Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Hal ini 
merupakan salah satu dasar majelis hakim untuk melakukan 
pemeriksaan di persidangan. 
3. Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang kemudian 
akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan 
putusan dipersidangan. 
4. Berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang ada, 
kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, 
sehingga Majelis Hakim akan mendapatkan fakta-fakta yang 
selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum Majelis Hakim 
menjatuhkan putusan dipersidangan. 
5. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim didasarkan pada 
pertimbangan bahwa bagaimana motif tersebut dilakukan dan 
hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan 
Terdakwa. 
6. Kelakuan Terdakwa pada saat persidangan, apakah Terdakwa 
berkelakuan baik atau Terdakwa mempersulit jalannya 
persidangan. 
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7. Mengingat bahwa apakah Terdakwa berkeluarga dan 
mempunyai anak yang harus dibiayai. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut 
kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh 
Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama pemeriksaan di 
persidangan, terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus 
pertanggungjawaban pidana serta alasan pembenar serta alasan pemaaf 
bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian 
Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas 
perbuatannya dan oleh karenanya dinyatakan bersalah atas 
perbuatannya. 
 
 Analisis Penulis 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum,tuntutan 
Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim Peradilan dalam amar 
putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal 
ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti 
yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan 
saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara 
satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara 
jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena 
itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan dalam amar 
putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana 
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diatur dalam Pasal 365 ayat (1), serta Pasal 2 (1) UU RI Darurat No. 
12/1951 LN No.78/1951, dan menghukum terdakwa dengan pidana 
penjara selama 7 (tujuh) bulan. 
Dalam melakukan penelitian terhadap kasus tersebut penulis 
melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan 
mengadili kasus tersebut dan hasil wawancara penulis dengan Bapak 
Pudjo Hunggul, S.H yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, 
beliau mengatakan bahwa: 
1. Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang 
dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila 
dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka 
hakim sulit untuk mempertimbangakan dan menjatuhkan 
putusan. 
2. Selain itu ada hal yang memberatkan dan meringankan, yang 
mana disesuaikan dengan kondisi yang real. Beda cara pelaku 
melakukan dengan cara yang terorganisir dengan yang 
konvensional (sesaat) maka akan beda hakim memutuskan 
perkara. Kemudian hasil dari tindak pidana pencurian dan juga 
alat yang digunakan dalam tindak pidana pencurian serta 
adakah kesempatan damai antara pelaku dan korban. 
3. Secara normatif, rujukannya yaitu dakwaan. Tetapi tetap terikat 
pada pidana materiilnya. Hakim harus bijak dalam menjatuhkan 
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hukuman demi tercapainya asas kemanfaatan, jadi hukum 
berguna untuk menyatukan semua kepentingan, adil untuk 
Jaksa, Hakim, Korban serta Pelakunya. 
4. Secara normatif, peraturan khusus mengesampingkan 
peraturan umum, dalam hal ini anak sebagai pelaku maka 
dipakailah UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. 
Menurut pendapat penulis dengan melihat uraian tersebut  maka 
sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim terdapat para terdakwa 
terlalu berat. Apalagi melihat latar belakang keluarga terdakwa yang 
secara ekonomi dalam kategori rendah yang mengakibatkan terdakwa 
melakukan tindakannya tanpa berpikir panjang dalam artian terdakwa 
yang umurnya termasuk dalam kategori anak yang secara psikologis 
masih labil dan emosional dalam melakukan tindakan. Apabila 
dihubungkan dengan tujuan pemidanaan hanya untuk memberikan efek 
jera terhadap terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya 
lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari bahwa perbuatannya 
tidak benar maka sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu berat. Karena 
dengan dijatuhkan sanksi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara saja 








Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menyimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 365 ayat (1) 
KUHP dan UU No. 12 tahun 1951 Pasal 2. Selain itu juga bahwa 
terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga 
terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan tindak 
pidana yang telah dilakukannya. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan dan membawa senjata penika dalam Putusan Nomor: 
808/Pid.B/2011/PN. Mks, yakni dengan melihat terpenuhinya 
semua unsur-unsur dalam pasal-pasal dakwaan penuntut umum, 
serta telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan terdakwa. 
B. Saran 
Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang 
terkait dengan penelitian penulis antara lain : 
1. Sebaiknya kinerja dari aparat penegak hukum baik dari pihak 
kepolisian, pihak kejaksaan maupun dari pihak hakim lebih 
ditingkatkan sehingga dapat memberikan cerminan kepada 
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masyarakat  bahwa kinerja aparat hukum lebih baik dari yang 
sebelumnya sehingga dapat mengembalikan kepercayaan 
masyarakat kepada aparat penegak hukum. 
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan 
ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam 
hal ini dikategorikan sebagai anak, sehingga ancaman-ancaman 
pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi 
bagi anak.  
3. Demi kepentingan masa depan anak sebaiknya hakim dalam 
memutus perkara memberikan keringanan hukum dalam 
memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.  
4. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk 
memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan 
menyeluruh khususnya kepada anak dibawah umur mengenai 
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NO. REG. PERK.: PDM-  630 /Mks/Ep.1/05/2011 
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan 
memperlihatkan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama 
terdakwa: 
Nama   : Rafli Yusuf alias Appi 
Tempat lahir  : Makassar 
Umur/ tanggal lahir : 16 tahun/ 6 Agustus 1994 
Jenis kelamin :  Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat tinggal : Jl. Dg. Paswi Maccini Sombala, Makassar 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Buruh bangunan 
Berdasarkan Surat Penetapan pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
808/Pid.B/2011/PN. Mks tanggal 1 Juni, Surat Pelimpahan Perkara Acara 
Pemeriksaan Biasa tanggal 20 Mei 2011 Nomor: B- 611/ R. 4. 10/ 
Ep.3/05/2011, terdakwa diperhadapkan ke persidangan dengan dakwaan 
sebagai berikut: 
-PERTAMA Primair : melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP 
  Subsidair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP 
Dan 
-KEDUA melanggar Pasal 2 (1) UU RI Darurat No. 12/1951 LN 
No.78/1951 
 
 Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-
turut berupa keterangan, saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa 
dan barang bukti sebagai berikut: 
5. KETERANGAN SAKSI-SAKSI 
5.1 Saksi ISRAWATI, di bawah sumpah yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekitar 
jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota 
Makassar, telah terjadi pencurian barang berupa tas 
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selempang yang berisi HP merk Nokia X21 warna hitam 
milik saksi 
- Bahwa benar terdakwa mengambil tas saksi dengan 
menarik tas tersebut dari saksi yang disimpan pada pundak 
sebelah kanan saksi 
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian 
dengan menggunakan motor Honda BEAT warna putih 
- Bahwa benar pada saat saksi berboncengan dengan Lk. 
MAHARDIKA menggunakan sepeda motor tiba-tiba datang 
2 orang mendekati saksi menggunakan sepeda motor dan 
langsung menarik tas saksi dan membuat saksi dan Lk. 
MAHARDIKA terjatuh dari sepeda motor yang saksi 
gunakan dan kedua pelaku juga ikut terjatuh namun berhasil 
menarik tas saksi kemudian lari dengan meninggalkan 
motornya 
- Bahwa benar pada saat kejadian Lk. MAHARDIKA mengejar 
terdakwa sambil meneriaki maling sehingga terdakwa dapat 
ditangkap oleh masyarakat 
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut seizin 
dari saksi 
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan 
persidangan adalah barang yang dicuri oleh terdakwa 
5.2 Saksi MAHARDIKA HASAN, di bawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekitar 
jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota 
Makassar, telah terjadi pencurian barang berupa tas 
selempang yang berisi HP merk Nokia X21 warna hitam 
milik Pr. ISRAWATI 
- Bahwa benar terdakwa mengambil tas Pr. ISRAWATI 
dengan menarik tas tersebut dari saksi yang disimpan pada 
pundak sebelah kanan Pr. ISRAWATI 
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian 
dengan menggunakan motor Honda BEAT warna putih 
- Bahwa benar pada saat saksi berboncengan dengan Pr. 
ISRAWATI menggunakan sepeda motor tiba-tiba datang 2 
orang mendekati saksi menggunakan sepeda motor dan 
langsung menarik tas saksi dan membuat saksi dan Pr. 
ISRAWATI terjatuh dari sepeda motor yang saksi gunakan 
dan kedua pelaku juga ikut terjatuh namun berhasil menarik 
tas saksi kemudian lari dengan meninggalkan motornya 
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- Bahwa benar pada saat kejadian Lk. MAHARDIKA mengejar 
terdakwa sambil meneriaki maling sehingga terdakwa dapat 
ditangkap oleh masyarakat 
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut seizin 
dari Pr. ISRAWATI 
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan 
persidangan adalah barang yang dicuri oleh terdakwa 
5.3 Saksi RAHMAT alias BUCEK BIN DAENG RANNU, di bawah 
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekitar 
jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota 
Makassar, terdakwa bersama dengan telah melakukan 
pencurian 
- Bahwa benar berawal ketika saksi bersama-sama dengan 
terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor 
Honda BEAT DD 2880 JZ untuk melakukan pencurian dan 
kemudian saksi melihat saksi korban berboncengan dengan 
menggunakan sepeda motor sedang menyandang tas dan 
dari arah belakang sehingga saksi mendekatkan sepeda 
motor korban kepada saksi  korban dan terdakwa langsung 
menark tas korban dengan menggunakan tangan 
terangsetelah berhasil mengambil tas saksi korban 
kemudian sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi 
terjatuh sehingga terdakwa bersama dengan saksi berlari 
namun ditangkap oleh masyarakat 
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian terdakwa 
membawa senjata tajam berupa busur 
- Bahwa benar tujuan terdakwa bersama dengan saksi 
melakukan pencurian ingin mendapatkan uang atau harta 
berharga dan sedangkan tujuan terdakwa membawa busur 
untuk terdakwa pergunakan apabila diburu oleh korban 
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi mengambil 
barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari 
pemiliknya 
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan 
persidangan 
5.4 Saksi MUH RASUL, yang di hadapan penyidik telah disumpah 
dan atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan di 
depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap 
terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekitar jam 
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23.00 WITA bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota Makassar, 
karena telah melakukan pencurian 
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah tas selempang 
berwarna coklat 
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan RAHMAT alias 
BUCEK melakukan pencurian dengan merampas tas korban 
dari arah belakang sebelah kanan dengan menggunakan 
sepeda motor 
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa 
membawa senjata tajam berupa busur 
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa 
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. 
6. PETUNJUK 
Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan 
7. KETERANGAN TERDAKWA 
Terdakwa RAFLI YUSUF alias APPI, di depan persidangan yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekitar 
jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota 
Makassar, terdakwa bersama Lk. RAHMAT alias BUCEK 
dengan telah melakukan pencurian 
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa bersama-sama 
dengan RAHMAT alias BUCEK (berkas yang diajukan 
secara terpisah) berboncengan dengan mengendarai 
sepeda motor Honda BEAT DD 2880 JZ untuk melakukan 
pencurian dan kemudian melihat saksi korban 
berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kepada 
saksi korban dan terdakwa langsung menarik tas saksi 
korban dengan menggunakan tangan kiri yang 
menyebabkan saksi korban terjatuh dari sepeda motor dan 
setelah berhasil mengambil tas saksi korban kemudian 
sepeda motor  yang dikemudikan RAHMAT alias BUCEK 
terjatuh sehingga terdakwa bersama dengan RAHMAT alias 
BUCEK berlari namun ditangkap oleh masyarakat 
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian terdakwa 
membawa senjata tajam berupa busur 
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pencurian ingin 
mendapatkan uang atau harta berharga dan sedangkan 
tujuan terdakwa membawa busur untuk terdakwa 
pergunakan apabila diburu oleh korban 
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- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa 
sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya 
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan 
persidangan adalah barang yang dicur oleh terdakwa 
8. BARANG BUKTI 
Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 
- 1 buah tas selempang warna coklat merk PRADA 
- 1 unit sepeda motor Honda BEAT warna putih DD 2880 JZ 
- 2 buah busur dengan panjang 15 cm dan 13 cm 
Barang bukti trsebut telah disita secara sah menurut hukum, 
karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian 
Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkam barang bukti 
tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh yang 
bersangkutan telah membenarkannya. 
Berdasarkan fakta-faktabyang terungkap di persidangan maka 
sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan yakni: 
-PERTAMA Primair : melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP 
  Subsidair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP 
Dan 
-KEDUA melanggar Pasal 2 (1) UU RI Darurat No. 12/1951 LN 
No.78/1951 
Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara KUMULATIF, 
maka terlebih dahulu kami akan langsung membuktikan dakwaan 
PERTAMA yang kami anggap terbukti yaitu dakwaan Subsidair yakni 
Pasal 363 ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
6. Barang siapa 
7. Mengambil Barang sesuatu 
8. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
9. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum 
10. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu 
Ad. 1. Unsur barang siapa 
  Bahwa pengertian “barang siapa” di sini adalah siapa saja 
atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana  dan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa RAFLI 
YUSUF alias APPI yang dihadapkan di persidangan ini dengan 
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang telah 
membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa 
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RAFLI YUSUF alias APPI sebagai manusia yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
  Berdasarkan fakta tersebut maka unsur “barang siapa” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu 
  Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa sendiri terungkap bahwa benar terdakwa telah mengambil 
barang berupa tas selempang yang berisi HP merk Nokia X21 warna 
hitam milik saksi Pr. ISRAWATI. 
  Berdasarkan fakta tersebut maka unsur “mengambil barang 
sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
  Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan 
para terdakwa sendiri terungkap bahwa barang curian berupa tas 
selempang yang berisi HP merk Nokia X21 warna hitam milik saksi Pr. 
ISRAWATI. 
  Berdasarkan fakta tersebut maka unsur “seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum. 
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum 
  Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 
diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa 
mengambil barang berupa tas selempang berisi HP merk Nokia X21 
tersebut tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni Pr. 
ISRAWATI. Dan terdakwa mengambil tas selempang yang berisi HP merk 
Nokia X21 tersebut dengan maksud untuk dimilikinya. 
Berdasarkan fakta tersebut maka unsur “dengan maksud 
untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
Ad. 5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu 
  Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 
diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri terungkap bahwa 
benar pencurian tas selempang yang berisi HP merk Nokia X21 tersebut 
dilakukan oleh Terdakwa bersama RAHMAT alias BUCEK (berkas perkara 
diajukan terpisah) di mana terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu 
dan kemudian pada waktu melakukan pencurian di mana terdakwa yang 
mengambil tas selempang tersebut, sementara RAHMAT alias BUCEK 
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yang mengemudikan motor yang dikendarainya pada saat itu, setelah 
berhasil terdakwa merampas tas tersebut RAHMAT alias BUCEK 
melajukan motornya dengan cepat hingga tidak bisa mengendalikan 
motornya dan akhirnya jatuh dan ditangkap oleh masyarakat sekitar. 
Berdasarkan fakta tersebut maka unsur “dilakukan dua orang 
atau lebih dengan cara bersekutu” telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
Selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan KEDUA yakni melanggar 
Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/1951 LN 1951 No. 78 dengan unsur 
sebagai berikut: 
1. Unsur “barang siapa” 
Bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang yang sehat 
jasmani dan rohaninya sebagai subjek hukum yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa RAFLI 
YUSUF alias APPI yang dihadapkan ke depan persidangan 
sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan 
dalam surat dakwaan dan berkas perkara RAFLI YUSUF alias APPI 
telah membawa senjata tajam berupa busur di mana terdakwa tidak 
mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai dan 
menggunakan senjata tajam berupa busur tersebut, dengan 
demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum sehingga dapat dibuktikan. 
2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan 
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata 
penusuk” 
Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri atas beberapa 
sub  unsur sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka 
unsur ini dianggap telah terpenuhi dapat terbukti. Bahwa 
berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk yang saling 
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang diperkuat 
dengan keterangan terdakwa di depan persidangan bahwa pada 
hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekitar pukul 23.00 WITA 
bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota Makassar. Terdakwa setelah 
melakukan pencurian dan kemudian ditangkap oleh pihak 
kepolisian dan setelah diperiksa pada diri terdakwa ditemukan 2 
buah busur yang merupakan milik terdakwa di mana terdakwa tidak 
mempunyai izin dari pihak berwajib untuk menguasai dan 
menggunakan senjata tajam tersebut. Berdasarkan uraian tersebut 
maka kami berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan.  
Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah 
terpenuhi dan dapat dibuktikan di mana unsur-unsur tersebut satu 
sama lain saling bersesuaian, saling berhubungan dan saling 
melengkapi maka kiranya terdakwa telah cukup bukti untuk 
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dipersalahkan melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN 
PEMBERATAN melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan 
MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK 
melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12/1951 LN No. 
78/1951 sebagaimana dakwaan KESATU Subsidair dan KEDUA 
Penuntut Umum. 
Kemudian mengingat selama dalam persidangan dalam diri 
terdakwa  tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan 
terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan 
sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa 
sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang 
menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang mengapuskan 
pemidaan maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana 
sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan dengan mengingat 
rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 
Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri 
terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami 
jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 
 
 
 Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya dan berjanji 
tidak mengulanginya lagi 
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih bisa 
memperbaiki diri di masa yang akan datang 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan 
dengan perkara ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Negeri Makassar; 
M E N U N T U T 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
5. Menyatakan terdakwa RAFLI YUSUF alias APPI terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak 
pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN melanggar Pasal 
363 Ayat (1) KUHP dan MEMBAWA SENJATA PENIKAM 
melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12/1951 LN No. 
78/1951 sebagaimana dakwaan KESATU dan KEDUA Penuntut 
Umum 
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6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan 
pidana penjara selama 1 tahun dikurangkan dengan masa 
penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa 
tetap ditahan. 
7. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 buah tas selempangan warna coklat merk PRADA 
- 1 unit motor Honda BEAT warna putih DD 2880 JZ 
Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak 
- 2 buah busur dengan panjang 15 cm dan 13 cm 
Dirampas dan dimusnahkan 
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000 
 
Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan 









NO. REG. PERK.: PDM-  630 /Mks/Ep.1/05/2011 
A. Terdakwa 
Nama   : Rafli Yusuf alias Appi 
Tempat lahir  : Makassar 
Umur/ tanggal lahir : 16 tahun/ 6 Agustus 1994 
Jenis kelamin :  Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat tinggal : Jl. Dg. Paswi Maccini Sombala, Makassar 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Buruh bangunan 
Pendidikan  :  SD 
B. Penahanan 
- Penyidik  : Rutan, sejak tanggal 8 April 2011 s/d 5 
Mei 2011 





 Bahwa Ia terdakwa RAFLI YUSUF alias APPI bersama Rahmat 
alias Bucek (dewasa dan sidang tersendiri) pada hari Kamis tanggal 7 
April 2011 pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 
bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kota Makassar atau setidak-tidaknya 
tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
mengambil barang, seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, 
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ancaman 
kekerasan, di mana perbuatan terdakwa dilakukann dengan cara; 
berawal terdakwa Rafli Yusuf alias Appi selaku anak di bawah umur 
sesuai keterangan hasil ujian sekolah dasar tahun 2005/2006 lahir 
tanggal 4 Juni 1994 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SD Impres 
Sambung Jawaya Kota Makassar  atas nama Sri Endang  K, S.Pd di 
mana saksi korban Pr. Israwati pulang kerja dengan dibonceng sepeda 
motor oleh Lk. Mahardika melewati Jl. Daeng Tata dekat Pasar 
Hartaco tiba-tiba sepeda motor Honda Beat putih yang dikendarai oleh 
terdakwa yang berboncengan dengan Lk Rahmat alias Bucek 
mendekati korban dan memepet sepeda motor korban dimana 
terdakwa Rafli Yusuf menarik tas selempangan yang berisi HP Nokia 
X2 warna hitam dan surat-surat penting lainnya milik korban Pr. 
Israwati dari pundaknya kemudian korban terjatuh dari aspal jalan dan 
menderita luka lecet pada punggung kaki kanan, dimana terdakwa 
Rafli Yusuf alias Appi bersama Rahmat alias Bucek melarikan diri dan 
Lk. Rahmat alias Bucek meninggalkan sepeda motor di jalan dimana 
korban berteriak minta tolong dan mengatakan “jambret!’ dimana 
warga dapat mengamankan terdakwa Rafli Yusuf alias Appi dan Lk. 
Rahmat alias Bucek serta diamankan oleh Anggota Unit Khusus 
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Polsekta Tamalate, dimana terdakwa bersama LK Rahmat alias Bucek 
digeledah dan ditemukan 2 buah busur yang dibawa oleh terdakwa 
Rafli Yusuf alias Appi dan Lk. Rahmat alias Bucek, atas perbuatan 
terdakwa yang mengambil barang  milik korban Pr. Israwati sehingga 
korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 1.500.000;- (satu juta 
lima ratus tibu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu, dan didukung 
Visum Et Refertum No.2351/M/RS/IV/2011 tanggal 7 April 2011 yang 
menerangkan bahwa Lk. Mahardika menderita luka lecet pada 
punggung kaki kanan ukuran 2 x 2 x 0,5cm dengan kesimpulan karena 
kekerasan benda tumpul, dibuat oleh dr. Yusnah Yusuf pada RSU Haji 
Makassar. 




 Bahwa Ia terdakwa Rafli Yusuf alias Appi bersama Lk. Rahmat 
alias Bucek (dewasa dan sidang tersendiri) pada waktu dan tempat 
sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama Primair tersebut di 
atas, mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain, 
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bersekutu, 
dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara; berawal terdakwa 
Rafli Yusuf alias Appi selaku anak di bawah umur sesuai keterangan 
hasil ujian sekolah dasar tahun 2005/2006 lahir tanggal 4 Juni 1994 
yang dibuat oleh Kepala Sekolah SD Impres Sambung Jawaya Kota 
Makassar  atas nama Sri Endang  K, S.Pd di mana saksi korban Pr. 
Israwati pulang kerja dengan dibonceng sepeda motor oleh Lk. 
Mahardika melewati Jl. Daeng Tata dekat Pasar Hartaco tiba-tiba 
sepeda motor Honda Beat putih yang dikendarai oleh terdakwa yang 
berboncengan dengan Lk Rahmat alias Bucek mendekati korban dan 
memepet sepeda motor korban dimana terdakwa Rafli Yusuf menarik 
tas selempangan yang berisi HP Nokia X2 warna hitam dan surat-surat 
penting lainnya milik korban Pr. Israwati dari pundaknya kemudian 
korban terjatuh dari aspal jalan dan menderita luka lecet pada 
punggung kaki kanan, dimana terdakwa Rafli Yusuf alias Appi 
bersama Rahmat alias Bucek melarikan diri dan Lk. Rahmat alias 
Bucek meninggalkan sepeda motor di jalan dimana korban berteriak 
minta tolong dan mengatakan “jambret!’ dimana warga dapat 
mengamankan terdakwa Rafli Yusuf alias Appi dan Lk. Rahmat alias 
Bucek serta diamankan oleh Anggota Unit Khusus Polsekta Tamalate, 
dimana terdakwa bersama LK Rahmat alias Bucek digeledah dan 
ditemukan 2 buah busur yang dibawa oleh terdakwa Rafli Yusuf alias 
Appi dan Lk. Rahmat alias Bucek, atas perbuatan terdakwa yang 
mengambil barang  milik korban Pr. Israwati sehingga korban 
mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 1.500.000;- (satu juta lima ratus 
tibu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu, dan didukung Visum Et 
Refertum No.2351/M/RS/IV/2011 tanggal 7 April 2011 yang 
menerangkan bahwa Lk. Mahardika menderita luka lecet pada 
punggung kaki kanan ukuran 2 x 2 x 0,5cm dengan kesimpulan karena 
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kekerasan benda tumpul, dibuat oleh dr. Yusnah Yusuf pada RSU Haji 
Makassar. 





 Bahwa Ia terdakwa Rafli Yusuf alias Appi bersama Lk. Rahmat 
alias Bucek (dewasa dan sidang tersendiri) pada waktu dan tempat 
sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama Primair tersebut di 
atas, tanpa hak menguasai, membawa senjata tajam berupa busur, 
dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara; berawal terdakwa 
Rafli Yusuf alias Appi selaku anak di bawah umur sesuai keterangan 
hasil ujian sekolah dasar tahun 2005/2006 lahir tanggal 4 Juni 1994 
yang dibuat oleh Kepala Sekolah SD Impres Sambung Jawaya Kota 
Makassar  atas nama Sri Endang  K, S.Pd bersama Lk. Rahmat alias 
Bucek tertangkap tangan oleh petugas polisi Polsekta Tamalate 
dimana terdakwa digeledah dan ditemukan membawa masing-masing 
busur, tanpa izin dari yang berwajib. 
 Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) UU RI 








Nomor: 808/Pid.B/2011/PN. Mks 
 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 
Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara telah 
menjatuhkan ptusan dalam perkara Terdakwa: 
Nama   : Rafli Yusuf alias Appi 
Tempat lahir  : Makassar 
Umur/ tanggal lahir : 16 tahun/ 6 Agustus 1994 
Jenis kelamin :  Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat tinggal : Jl. Dg. Paswi Maccini Sombala, Makassar 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Buruh bangunan 
Terdakwa ditahan dalam rutan sejak tanggal 8 April 2011 s/d sekarang; 
Pengadilan Negeri tersebut; 
Membaca  ..................................... dsb; 
Menimbang  ..................................... dsb; 
Memperlihatkan Pasal 363 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU 
Darurat No. 12/1951 LN 1951 No. 78 
M E N G A D I L I: 
1. Menyatakan Terdakwa Rafli Yusuf alias Appi yang identitasnya 
seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan 
pemberatan dan membawa senjata penikam” 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah); 
Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
dilakukan pada hari Rabu, 13 Juli 2011 oleh PUDJO HUNGGUL, S.H 
sebagai Hakim Tunggal putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh 
Hakim/Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh MAWARDY RIVAI, S.H 
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HUSRIAH YUSUF sebagai 
Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa. 
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